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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

BUPATI KAUR, 

: a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan 
dan ketersediaan ikan hiu, ikan pru-i manta, lobster, kepiting 
clan rajungan yang populasinya semakin menurun karena 
kemampuan reproduksi yang rendah clan perburuan yang 
semakin meningkat, perlu dilakukan pengendalian terhadap 
penangkapannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati Kaur 
tentang Pengendalian Penangkapan Ikan 1-liu, Ikan Pari 
Manta, Lobster, Kepiting dan Rajungan di Perairan 
Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 
tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 2828; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Haya.ti dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3299; 

3 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma clan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

4 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 



Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaima.na telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 
5679);1ndonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konse1vasi Sumber Daya lkan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tan1bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

7 . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/ 2018 tentang Larangan 
Pengeluaran lkan Hiu Koboi (Carcharhinuslongimanus) dan 
hiu martil (Sphyrnaspp .) dari wilayah Negara Republik 
Indonesia; 

8. Peraturan Men teri Kclautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang 
Penangkapan Lobster (Panulin.is spp,), Kepiting (Scylla s pp.) 
dan Rajungan (Portunuspelagicus spp.); 

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 4/KEPMEN-KP/20 14 tentang Penetapan 
Status Perlindungan Pcnuh Ikan Pari Manta; 

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 18/KEPMEN-KP /2013 ten tang Penetapan 
S tatus Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhyncodon 
typus); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENGENDALIAN 
PENANGKAPAN IKAN HIU, IKAN PARIMANTA, LOBSTER, 
KEPITING DAN RAJUNGAN DI PERAIRAN KABUPATEN KAUR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalrun Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat. Daerah sebagai u nsur 

penyelenggara Pemerint.ahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupat i Kaur. 
4. Dinas adalah Dinas Perika.nan Kabupaten Kaur. 
5. Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Perikanan Kabupa ten Kaur. 
6 . Nelayan adalah orang yang mat.a pencariannya melakukan penangkapan ikan. 
7 . Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan u ntuk memperoleh ikan 
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BAB II 
MAK.SUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud d itetapkannya Pera turan Bupati ini adalah untuk menjaga dan melindungi 
ikan hiu, ikan pari manta, lobster, kepiting dan rajungan sehingga t idak terjadi 
kepunahan akiba t penangkapan dan perburuan liar secara t idak 
bertanggungjawab. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah : 

a. mempertahankan keanekaragaman jcnis ikan dan/a tau biota laut; 
b. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem laut; 
c. memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. 

BAB III 
PENGENDALIAN IKAN HIU, IKAN PARI MANTA, 

LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN 

Pasal 4 

(1) Ikan hiu yang dilindungi meliputi segala jenis hiu d i dalam Class Chondrichtyes, 
Subclass Elasmobranchii , dan Subdivision Selachii. 

(2) J enis -jenis ikan hiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantun1 pada 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisal1kan dari Pera turan Bupati 
ini. 

Pasal 5 

(1) Ikan pari manta yang dilindungi termasuk beberapa jenis ikan pari d i dalam 
Class Chondrichthyes, Subclass Elasmobranchii, Subdivision Batoidea yang 
terdapat di dalam family Pristidae, Rhinidae, Rhinobatidae, Myliobatidae, dan 
Mobulidae. 

(2) J enis-jenis ikan pari sebagaimana d imaksud pada ayat (1), tercantum pada 
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan da.ri Peraturan Bupati 

'--" ini. 

Pasal 6 

Lobster, kepiting dan rajungan dapat d itangkap dengan syarat : 

( 1) Meng,,,aunakan alat tangkap yang ramah lingku ngan : 

a. tidak dalam kondisi bertelur; 
b. memperhatikan ukuran yang diperbolehkan; dan 
c. penangkapan lobster hanya dapat dilakukan apabila ukuran panjang 

karapas lebih dari 8 cm (delapan centimeter). 

(2) Penangkapan kepiting hanya dapat dilakukan apabila ukuran panjang karapas 
lebih dari 15 cm (lima belas centimeter) . 

(3) Penangkapan rajungan hanya dapat dilakukan apabila ukuran panjang karapas 
lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter). 

(4) Tata cara pengukuran lobster, kepiting ,dan rajungan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 7 

Apabila terdapat tangkapan lobster yang sedang bertelur dan/atau ukuran panjang 
kerapasnya kurang dari 8 cm (delapan centimeter] sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2), maka lobster yang telah ditangkap wajib untuk dikembalikan 
kepada habitatnya dalam keadaan hidup. 

Pasal 8 

Apabila terdapat tangkapan kepiting yang sedang bertelur dan/atau ukuran 
panjang kerapasnya kurang dari 15 cm (lima belas centimeter) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka kepiting yang telah ditangkap wa,jib untuk 
d ikembalikan kepada habitatnya dalam keadaan hidup. 

Pasal 9 

Apabila terdapat tangkapan Rajungan yang sedang bertelur dan/atau ukuran 
panjang kerapasnya kurang dari 10 cm (sepuluh cen timeter) sebagain1ana 
dimaksud dalan1 Pasal 6 ayat (4), mal{a Rajungan yang telah ditangkap wajib untuk 
dikembalikan kepada habitatnya dalam keadaan hidup. 

Pasal 10 

(1) Penangkapan terhadap ikan hiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 
ikan pari manta sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ), lobster, 
kepiting dan rajungan yang sedang bertelur atau panjang kerapasnya kurang 
dari yang telah ditentukan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4), hanya d ilakukan untuk kepentingan kegiatan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 
mendapat izin dari Bupati. 

BAB IV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 11 

Pemerintah Daerah memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga 
kelestaii an Sumber Daya Ikan di perairan laut Daerah, dengan menerapkan 
pengawasan olch masyarakat atas pelanggaran-pelanggaran terhadap penangkapan 
ikan. 

Pasal 12 

Masyarakat berperan serta dalam menjaga dan melindungi ikan hiu, ikan pari 
manta, lobster, kepiting clan rajungan dengan cara : 

a. membentuk satuan-satuan kelompok masyarakat pengawas di masing-masing 
Desa; 

b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabi!a terjadi kegiatan penangkapan 
dan perburuan liar dalam wilayah laut di Daerah; 

c. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau jasa lingkungan sebagai sumber 
kehidupan , yang telah berlangsung secara turun temurun sepanj ang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan. 
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BABV 
LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 13 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan, perburuan,melukai, 
membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan ikan hiu sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 4 ayat (1), dan 
ikan pari manta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin; atau 
ct. denda administratif. 

(3) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghapuskan tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasal 14 

'--./ (1) Setiap orang yang menangkap lobster, kepiting dan rajungan wajib memenuhi 
syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini. 

(2) Setiap orang yang menangkap lobster, kepiting dan rajungan yang tidak 
memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur clalam Pasal 6 dapat 
dikenakan sanksi administr atif berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin; atau 
d. denda administratif. 

(3) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghapuskan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

'--./ (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 
Pa.sat 8, dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif 
berupa: 
a. teguran lisan ; 
b. teguran tertulis; 
c. pencabutan izin; atau 
d. denda administsatif. 

(2) KeLenLuan sanksi administratiJ sebagaimana dimaksud pada ayal (2) lidak 
menghapuskan tuntu tan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan yang berlaku. 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur 

Ditetapkan di Bintuhan 
pad a tanggal '"25 {T4h/4er 20 18 

SE RcTARIPJDAERAHl\,\BU?ATE',KAUR (,J- BUPATI KAUR, T 
BAG I At~ HU KU I'.~ • 

TELA I o··-,Rc& i>.t-. 
ti1TELIT1 KEBE' ___ ,'JYA 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal ;25 ouhher- 2018 

IS DAERAH 
KABUPA 

H.NANDAR NADI , S.Sos, M .Si 
Pembina Utama Madya/ IV.d 
NIP. 19690127 199003 1 004 

\.....t DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : (;C,_g 



Lampiran Peraturan Bupati Kaur 
Nomor : /tx-/ Tahun 20 18 
Tanggal: :zs a..ro6er 2018 

I. NAMA IKAN HIU YANG DILINDUNGI DI PERAIRAN KABUPATEN KAUR 

NO NAMA LATIN NAMAUMUM NAMALOKAL 
a b C d 
1. Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark Hiu Koboy, Cucut 

koboy 
2. Svhuma lewini. Hiu Martil Hiu Caoing 
3 . Sphyma mokan-an Hiu Martil Hiu Caoing 
4 . Sphµma zygaena Hiu Marti! Hiu Caoing 

II. NAMA IKAN PARI MANTA YANG DILINDUNGI DI PERAIRAN KABUPATEN 
KAUR 

NO NAMA LATIN NAMAUMUM NAMALOKAL 
a b C d 
1. Manta birostris Pari Manta Pari Kerbau / cawang 
2. Manta alfredi Pari Manta Karang Pari Manta 

III. CARA PENGUKURAN LOBSTER (PANULIRUS SPP.) KEPITING (SCYLLA 
SPP.), DAN RAJUNGAN (PORTUNUS PELAGICUS SPP.) 

( .{)!1S1l!r. harus di ata, !I cm i<.:l!pilin!!. hums di alus 15 ~:n lb _,un11an. ln :-us di a tis IO , m 
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